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RINGKASAN

Prosedur Pehitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Alvia Savila Cantika,
190903101009; 2022; 102 halaman; Program Studi Diploma I11 Perpajakan Jurusan
IImu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Praktik Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
pada tanggal 7 Maret sampai 20 Mei 2022. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN)
bertujuan untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan
Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember. Melalui Praktik Kerja Nyata, penulis dapat mengetahui serta
mempelajari hal-hal yang terkait dengan Pajak Hiburan Bioskop, salah satunya
dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.

Pajak Hiburan Bioskop salah satu sumber pendapatan yang bisa
merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Besarnya tarif
Pajak Hiburan Bioskop sebesar 10%. Besarnya Pajak Terhutang = tarif x omzet per
bulan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Badan Pedapatan Daerah Kabupaten
Jember untuk melaporkan Pajak Terhutangnya, Wajib Pajak tinggal mengakses

website Pajak Daerah dengan alamat https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/ dengan

memasukkan NPWPD dan password. Wajib Pajak mengisikan omzet per bulannya
dan pada halaman aplikasi e-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, secara otomatis
pajak terhutangnya bisa langsung diketahui. Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop
setelah Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah

(SPTPD) Pajak Hiburan Bioskop yang telah tertera kode pembayaran. Dengan

vii


https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/

menggunakan kode pembayaran tersebut maka wajib pajak dapat membayarkan
pajak terutangnya di bank persepsi atau mitra kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember melalui teller dan juga bisa transfer melalui ATM ataupun
internet banking. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara

otomatis berubah menjadi lunas.
(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1294/UN.25.1.2/SP/2022, Diploma

11 Perpajakan Jurusan Illmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan IImu

Politik, Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 37 provinsi pada
tahun 2022, yang selanjutnya terbagi atas beberapa kabupaten/kota, disetiap
kabupaten/kota memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Negara Indonesia memiliki
pemasukan-pemasukan dari berbagai sektor, seperti Sumber Daya Alam,
Perpajakan, Ekspor-Impor, dan Devisa Negara. Di Indonesia pajak merupakan
salah satu pendapatan terbesar. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengluaran umum.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah, ‘“Pajak merupakan
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara
yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1
ayat 10, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan sebagai negara kesatuan yang
berbentuk republik dengan menganut asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa “asas
desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam hal mengurus dan mengatur sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan dari penyelenggaran

otonomi daerah adalah untuk mengetahui peningkatakan terhadap kualitas dan



kuantitas akan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan fokus utamanya pada
pembiayaan. Dalam memenuhi pembiayaan oleh suatu daerah, maka pemerintah
daerah diharuskan mengupayakan untuk dapat menghimpun dana di setiap daerah
dalam rangka memberlakukan Kkelanjutan dari pembangunan daerahnya.
Sebagaimana salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

Sumber keuangan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut
sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudaan desentralisasi. Sumber-
sumber pembiyaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangankan dan
mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Beberapa komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah.

Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang
terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam
sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai pajak daerah salah

satunya pajak hiburan, dengan demikian sumber pendapatan melalui pajak hiburan



dapat diterapkan berdasarkan ketetapan undang-undang yang berlaku, sehingga
dapat menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Pajak
Hiburan pada tahun 2021 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
Kabupaten Jember yang tidak dapat mencapai target penerimaan pendapatan daerah
Kabupaten Jember, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut ini mengenai
target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
Hasil Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021

No Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp)  Persentase (%)
1. Pajak Hotel 3.750.200.000 3.935.892.541 104,95 %
2. Pajak Restoran 18.214.500.000 15.984.630.635 87,76 %
3. Pajak Hiburan 2.600.772.000 919.348.643 35,35 %
4.  Pajak Reklame 6.364.628.000 5.531.954.663 86,92 %
5. Pajak Penerangan 72.225.000.000 74.633.033.725 103,33 %
Jalan (PPJ)
6. Pajak Parkir 1.500.000.000 1.134.865.140 75,66 %
7. Pajak Air Tanah 600.000.000 562.737.547 93,79 %
8. Pajak Mineral 3.000.000.000 5.175.650.501 172,52 %
Bukan Logam dan
Batuan
9. Pajak Bumi dan 76.675.400.000 51.863.863.223 67,64 %
Bangunan
10. BPHTB 41.500.000.000 50.161.242.169 120,87 %
Total 226.430.500.000  209.903.218.787 92,70 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak daerah
tahun 2021 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2020 dapat dikatakan bahwa, pada
masa pandemi Covid-19 diketahui target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
Hasil Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 dapat dikatakan masih belum
mencapai suatu target atau dikatakan tidak dapat terpenuhi akibat adanya pandemi
Covid-19. Dengan adanya fenomena tersebut diharapakan ketegasan terhadap
peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, yang mana pajak
daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa untuk merealisasikan
program-program kerja yang telah direncanakan. Pajak Daerah di Kabupaten
Jember salah satunya adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
dibagi menjadi 10 yaitu tontonan film, pagelaran kesenian, kesenian rakyat,
pameran, karaoke, sirkus, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat,
pertandingan olahraga. Salah satunya adalah Pajak Hiburan Bioskop atau tontonan
film. Pajak Hiburan Bioskop adalah salah satu pajak daerah yang mana pada tahun
2021 penerimaannya tidak mencapai target hanya sebesar Rp. 352.632.606 atau
sebesar 29%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten
Jember Tahun 2019-2021

Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
2019 1.855.500.000 2.035.212.504 109,69 %
2020 1.181.132.352 576.104.569 48,78 %
2021 1.216.000.000 352.632.606 29,00 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut realisasi dari Pajak Hiburan Bioskop di
Kabupaten Jember pada tahun 2019 mencapai target sedangkan pada tahun 2020-
2021 tidak mencapai target penerimaan. Hal ini berdasarkan fenomena yang terjadi
yang dikemukakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang menjelaskan bahwa,
akibat dari pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut, Pemerintah Kabupaten
Jember mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati
Jember Nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk
periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19, yaitu adanya pemberian
insentif berupa pengurangan pajak daerah selama bulan Mei-Juli 2020 sebesar
100% untuk Pajak Hiburan. Akibat dari pengurangan pajak tersebut diperkirakan
menyebabkan penurunan dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan Bioskop

Kabupaten Jember.



Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan self
assessment system. Dimana dalam proses pelaporan dilakukan secara online
melalui website pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam
sistem online ini dapat lebih memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki
kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan
memiliki tanggung jawab sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan
berkembangnya teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
membuat aplikasi e-SPTPD bisa diakses melalui website berikut ini

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/ untuk lebih mempermudah dalam pelaporan

Pajak Hiburan Bioskop.

Untuk mempertahankan penerimaan pendapatan daerah, maka dalam prosedur
pemungutan Pajak Hiburan Bioskop ini melewati beberapa prosedur agar Wajib
Pajak melaporkan omzetnya sesuai dengan jumlah yang didapat setiap bulannya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin membahas terkait prosedur
perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Atas pemaparan tersebut maka pada
laporan tugas akhir ini akan ditetapkan dengan judul “PROSEDUR
PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN PENYETORAN PAJAK HIBURAN
BIOSKOP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER?”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas maka rumusan masalah yang
dapat diambil adalah Bagaimana Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran
Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir untuk melaporkan bagaimana
Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari Laporan Tugas Akhir yaitu :

a. Bagi Mahasiswa
Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan, pengalaman dan
dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang didapat selama
perkuliahan. Khususnya mengenai pajak daerah di dalam pemerintah daerah
dengan membandingkan kenyataan yang ada.

b. Bagi Universitas Jember
Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka
pemenuhan informasi dan tambahan referensi bukti empiris pada
kepustakaan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan menambah ilmu
pengetahuan mengenai penerimaan daerah, khususnya pajak daerah serta
Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah
daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam
mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa yang
akan datang dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagaimana prosedur

perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur merupakan tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah
secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, prosedur merupakan
suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu
masalah.

Menurut Moenir (2018:110), Prosedur suatu rangkaian tindakan, langkah atau
perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap
tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir.

Menurut Maryati (2019:43), Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan
atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa
prosedur merupakan langkah-langkah yang jelas dan berurutan dari suatu rangkaian
tahapan yang berhubungan satu sama lain sebagai tata cara dalam menjalankan
aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mencapai tujuan yang sama di
akhir.

Prosedur dalam Laporan Tugas akhir ini guna untuk menjelaskan mengenai
perhitungan, pelaporan, dan penyetoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 11
yang berbunyi “Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
perundang-undang perpajakan.

2.2 Dasar-Dasar Pajak
2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa



berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan definisi tersebut pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018) Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro, dalam buku Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) menjelaskan
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang telah diuraikan, maka pengertian pajak menurut
penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa
dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan
untuk keperluan Negara.
2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Menurut Hartono Hadisoeprapto (2018) hukum pajak adalah serangkaian
peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa
apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.
Berikut dasar Hukum Pajak yang ada di Indonesia:

a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-
Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

b. Undang-Undang Bea Materai yang diatur dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 1985 tentang Bea Materai

c. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 1994

d. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No.
17 Tahun 2000

e. Undang-Undang Pajak Pertambaha Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan

atas Barang Mewah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000



f. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diatur dalam
Undang-Undang No. 19 Tahun 2000
g. Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2000
h. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No.
14 Tahun 2002
2.2.3 Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2018) Fungsi Pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Fungsi Butgetair adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Fungsi Regulerend adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.2.4 Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:7) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga,
menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga Pemungut :
a. Menurut Golongan
1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Menurut Sifat
1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkanpada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
c. Menurut Lembaga Pemungut
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untu kmembiayai rumah tangga negara.
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri
atas: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017:186), Struktur tarif yang berhubung dengan pola

persentase tarif pajak terdapat empat macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya
nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap
Tarif berapa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif
Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.

d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin
rendah.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya

pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan banyak
mengawasi.

c. Withholding System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib
Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada
pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak ada dua yaitu perlawanan pasif dan
perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat yang enggan membayar pajak,
karena sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Perlawanan aktif, yaitu
meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus
dengan tujuan untuk menghindari pajak.
2.3 Pajak Daerah
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:14) ada beberapa pengertian atau istilah yang

terkait dengan Pajak Daerah, yaitu:

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat



d.

e.

a.
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menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organusasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terkait Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri atas lima jenis pajak didalamnya, yaitu :
1) Pajak Kendaraan bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



4)
5)
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Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pajak Hotel

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Restoran

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan
2.3.4 Tarif Pajak Daerah
Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, tarif pajak daerah terdiri dari atas :

a. Jenis Pajak Provinsi

1)

2)

3)

4)

Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan :

(@) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

(b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif
dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua
persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan :

(a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).

(b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan dan

ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Pajak Air Permukaan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi

10% (sepuluh persen).



5)
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Pajak Rokok, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan 10% (sepuluh persen)
dari cukai rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pajak Hotel, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10%
(sepuluh persen).

Pajak Restoran, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10%
(sepuluh persen).

Pajak Hiburan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 35%
(tiga puluh lima persen).

Pajak Reklame, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen).

Pajak Penerangan Jalan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling
tinggi 10% (sepuluh persen).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tarif yang dikenakan dan
ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

Pajak Parkir, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga
puluh persen).

Pajak Air Tanah, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan palingi tinggi 20%
(dua puluh persen).

Pajak Sarang Burung Walet, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling
tinggi 10% (sepuluh persen).

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tarif yang

dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Tarif yang dikenakan dan

ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen).

2.4 Pajak Hiburan
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, definisi dari Pajak Hiburan adalah pajak atas

penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pengertian dari hiburan itu sendiri adalah
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semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungutnya bayaran.

Menurut Siahaan (2016: 297) pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan juga dapat diartikan sebagai pungutan
daerah atas penyelenggaraan hiburan.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah
2.4.3 Objek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011
tentang Pajak Daerah pasal 21 tentang pajak daerah, jasa penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran akan menjadi objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan
terdiri atas:

a. Tontonan film
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, Kontes
binaraga dan sejenisnya

Kesenian rakyat

2 o

Pameran
Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
Sirkus, akrobat dan sulap

Permainan bilyard, golf dan bowling

o Q oo

Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya

Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran
j. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya
Pengecualian objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 18 disebutkan bahwa Objek Pajak
yang dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan dalam

rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan amal.
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2.4.4 Subjek Pajak Hiburan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah yang tertulis pada pasal 43, dikatakan subjek Pajak Retoran sebagai adalah
adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Definisi dari Wajib
Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Sedangkan Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak,
baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya menyelenggarakan sesuatau hiburan.
2.4.5 Tarif Pajak Hiburan
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah pasal 21, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan,Kontes
binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
c. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen)
d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima
persen)
f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
g. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya
sebesar 10% (sepuluh persen)
I. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran
sebesar 10% (sepuluh persen)
j. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh
persen)
2.4.6 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hiburan
a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah pasal 20 yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan

adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh
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penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk
potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
b. Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2016:304), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini
digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar

perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Berikut rumus pajak hiburan:

Pajak terutang = Tarif x DPP
= Tarif pajak x Jumlah pembayaran untuk

menonton/menikmati hiburan

Keterangan :
Tarif = Tarif Pajak Hiburan
DPP = Dasar Pengenaan Pajak
2.5 Pajak Hiburan Bioskop
2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah). Bioskop adalah tempat untuk menonton
pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar.
2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah bagian Ketiga Pasal 19 menyatakan Subjek Pajak Hiburan
adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak
hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek
Pajak Hiburan Bioskop adalah jasa penyelenggaraan hiburan bioskop dengan
dipungut bayaran.
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2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah pada bagian Ketiga Pasal 21 besarnya tarif Pajak Hiburan
Bioksop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen).
2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan
adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh
penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan
harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah besarnya tarif pajak bisokop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh
persen).
Besarnya Pajak Hiburan Bioskop = 10% X total omzet yang diterima setiap
bulannya oleh penyelenggara hiburan.
2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop

Menurut Subagyo dkk. (2018) Pelaporan adalah proses, cara dan atau
perbuatan melaporkan. Sebelum melakukan pelaporan Wajib Pajak harus
mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah Jember. Setelah
terdaftar Wajib Pajak mendapatkan NPWPD dan password untuk bisa login pada
aplikasi e-SPTPD. Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem self
assessment jadi Wajib Pajak secara mandiri melaporkan pajaknya melalui website
http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/.

2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

Menurut Prastowo dkk. (2018) Penyetoran adalah kegiatan membayar pajak
oleh pemotong atau pemungut pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk.
Penyetoran atas pembayaran Pajak Hiburan Bioskop yang dilakukan melalui Kas
daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan pendapatan dan Bank yang

telah ditunjuk untuk menyetorkan Pendapatan Daerah.


http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata
3.1.1 Tempat Praktik Kerja Nyata

Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang,
Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos
68121 dan ditempatkan pada bidang satu yaitu Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah, bagian pelayanan.
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember sesuai dengan surat tugas nomor 1294/UN.25.1.2/SP/2022 yaitu
dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
dengan total 55 hari kerja. Adapun kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan
sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu :
Tabel 3.1 Hari dan Jam Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja | Istirahat Jam Kerja Il
Senin s.d Kamis ~ 08.00 — 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 15.00
Jum’at 08.00 - 11.00 11.00 - 13.00 13.00 - 15.00

Sabtu dan Minggu Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2022)
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember penulis mengangkat judul : Prosedur Perhitungan, Pelaporan,
dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bidang satu
yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Salah satu sub
bidang yang ada di bidang perencanaan ini adalah Sub Bidang Perencanaan
Pendapatan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB, bagian pelayanan.
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3.2.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata
Adapun kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja

Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember 07 Maret 2022 — 20 Mei 2022 yang dapat dilihat dalam

Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan Yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hasil Kegiatan
€)) dan Penanggung (c) (d)
Jawab
(b)

1. Senin, 07 Maret 2022
Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

a. Diterima di Bidang
Perencanaan dan
Pengembangan
Pendapatan Daerah.

b. Ditempatkan
dibagian Pelayanan

a. Mahasiswa dapat
mengetahui
bidang-bidang
yang ada di Badan
Pendapatan Daerah
serta staf-staf yang
ada di bidang
tersebut

b. Mahasiswa dapat
mengetahui posisi
yang diberikan

Mahasiswa dapat
mengetahui
bagaimana cara kerja
dan apa saja yang
dilayani di bagian
pelayanan

a. Mahasiswa dapat

2. Selasa, 08 Maret 2022
Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

Diberi bimbingan
bagaimana cara kerja
dan apa saja yang
dilayani bagian
pelayanan

3. Rabu, 09 Maret 2022  a. Melayani wajib

Yang menjadi
penanggung jawab :

Bapak Benny Candra

pajak yang ingin
pengajuan Surat
Pemberitahuan

membantu wajib
pajak yang ingin
pengajuan Surat

Pajak Terhutang Pemberitahuan
(SPPT) Pajak Pajak Terhutang
Bumi dan (SPPT) Pajak Bumi

Bangunan (PBB)

b. Menyerahkan
berkas pendataan
Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
ke bidang 1

dan Bangunan
(PBB)

b. Mahasiswa dapat
mengetahui proses
pengiriman berkas
pada bidang 1

4.

Kamis, 10 Maret 2022

Yang menjadi
penanggung jawab :

Membantu

menyediakan formulir

Mahasiswa dapat
membantu wajib pajak

bagi wajib pajak yang yang ingin
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Bapak Benny Candra

ingin mengajukan
perubahan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

mengajukan
perubahan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

Jumat, 11 Maret 2022
Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

a. Membantu
menginput data
pengajuan mutasi
Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

b. Mengoperasikan
aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

a. Mahasiswa dapat
mengetahui data
mutasi yang
diinput dan
dikirimkan pada
bidang 1

b. Mahasiswa dapat
mengetahui cara
mengoperasikan
aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-
SISMIOP)

Senin, 14 Maret 2022
Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

Mendaftarkan Nomor
Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD)
bagi wajib pajak yang
tidak memiliki.

Mahasiswa dapat
mengetahui
bagaimana cara
mendaftarkan Nomor
Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD)
bagi wajib pajak

Selasa, 15 Maret 2022
Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

a. Membantu wajib
pajak mengisi
formulir
pendaftaran objek
pajak baru Surat
Pemberutahuan
Pajak Terhutang
(SPPT)

b. Membantu wajib
pajak melaporkan
dan cetak tagihan
pajak hiburan

a. Mahasiswa dapat
membantu wajib
pajak mengisi
formulir
pendaftaran objek
pajak baru Surat
Pemberitahuan
Pajak Terhutang
(SPPT

. Mahasiswa dapat
membantu wajib
pajak melaporkan
pajak hiburan.

(o

Rabu, 16 Maret 2022
Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

Membantu wajib
pajak mengisi
formulir mutasi Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT)
PBB

Mahasiswa dapat
membantu wajib pajak
mengisi formulir
mutasi Surat
Pemberitahuan Pajak
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Terhutang (SPPT)
PBB

Yang menjadi
penanggung jawab :

pajak mengisi
formulir mutasi

9. Kamis, 17 Maret 2022 a. Membantu a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi membereskan mengetahui berkas
penanggung jawab : berkas Surat Surat Ketetapan
Bapak Benny Candra Ketetapan Pajak Pajak Daerah

Daerah Kurang Kurang Bayar
Bayar (SKPDKB) (SKPDKB) Objek
Objek Pajak Baru Pajak Baru

b. Membantuwajib  b. Mahasiswa dapat
pajak mengisi membantu wajib
formulir Objek pajak mengisi
Pajak Baru Surat formulir Objek
Pemberitahuan Pajak Baru Surat
Pajak Terhutang Pemberitahuan
(SPPT) PBB Pajak Terhutang

(SPPT) PBB

10.  Jumat, 18 Maret 2022 Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak mengisi membantu wajib pajak
penanggung jawab : formulir Objek Pajak ~ mengisi formulir
Bapak Benny Candra  Baru Surat Objek Pajak Baru

Pemberitahuan Pajak  Surat Pemberitahuan
Terhutang (SPPT) Pajak Terhutang
PBB (SPPT) PBB

11.  Senin, 21 Maret 2022  Melayani wajib pajak  Mahasiswa dapat
Yang menjadi yang ingin mengambil membantu wajib pajak
penanggung jawab : Surat Pemberitahuan ~ yang ingin mengambil
Bapak Benny Candra  Pajak Terhutang Surat Pemberitahuan

(SPPT) PBB yang Pajak Terhutang
sudah selesai (SPPT) PBB

12. Selasa, 22 Maret 2022 a. Membantu wajib  a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak mengisi membantu wajib
penanggung jawab : formulir mutasi pajak mengisi
Bapak Benny Candra Surat formulir mutasi

Pemberitahuan Surat

Pajak Terhutang Pemberitahuan

(SPPT) PBB Pajak Terhutang
b. Membantu (SPPT) PBB

menginput data b. Mahasiwa dapat

pajak hiburan mengetahui data

bioskop pajak hiburan

bioskop
13.  Rabu, 23 Maret 2022  Membantu wajib Mahasiswa dapat

membantu wajib pajak
mengisi formulir
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Bapak Benny Candra

penggabungan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT)
PBB

mutasi penggabungan
Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang
(SPPT) PBB

14.  Kamis, 24 Maret 2022 Membantu bagian Mahasiswa dapat
Yang menjadi pelayanan dengan membantu wajib pajak
penanggung jawab : melayani Wajib Pajak  yang ingin
Bapak Benny Candra  yang ingin mengajukan

mengajukan pembetulan,
pembetulan, pengurangan,
pengurangan, keberatan, mutasi,
keberatan, mutasi, objek pajak baru PBB
objek pajak baru PBB

15.  Jumat, 25 Maret 2022 Menginput data pajak  Mahasiswa dapat
Yang menjadi hiburan bisokop mengetahui data pajak
penanggung jawab : hiburan biskop
Bapak Benny Candra

16.  Senin, 28 Maret 2022 a. Membantu wajib  a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan membantu wajib
penanggung jawab : dan cetak tagihan pajak yang ingin
Bapak Benny Candra Pajak melaporkan dan

Restoran,Pajak cetak tagihan
Parkir, dan Pajak Pajaknya
Hiburan b. Mahasiswa dapat
b. Membantu wajib membantu wajib
pajak mencetak pajak yang ingin
tagihan PBB mencetak tagihan
pajaknya.

17.  Selasa, 29 Maret 2022 a. Mendaftarkan a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi Nomor Pokok membantu wajib
penanggung jawab : Wajib Pajak pajak
Bapak Benny Candra (NPWPD) bagi mendaftarkan

wajib pajak yang Nomor Pokok

tidak memiliki Wajib Pajak

b. Mengoperasikan (NPWPD)

aplikasi Sistem b. Mahasiswa dapat

Informasi dan mengetahui cara

Manajemen Objek mengoperasikan

Pajak (i-SISMIOP) aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

18.  Rabu, 30 Maret 2022 a. Membantu a. Mahasiswa dapat

Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

menginput data
pajak hiburan

membantu
menginput data
pajak hiburan
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. Membantu wajib

pajak melaporkan
dan cetak tagihan
pajak hiburan

. Mahasiswa dapat

membantu wajib
pajak melaporkan
dan cetak tagihan
pajak hiburan

19.  Kamis, 31 Maret 2022 a. Membantu wajib . Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan membantu wajib
penanggung jawab : dan cetak tagihan pajak melaporkan
Bapak Benny Candra pajak hiburan dan cetak tagihan

b. Mengoperasikan pajak hiburan
aplikasi Sistem . Mahasiswa dapat
Informasi dan mengetahui cara
Manajemen Objek mengoperasikan
Pajak (i-SISMIOP) aplikasi Sistem

Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

20.  Jumat, 01 Maret 2022 a. Mendaftarkan . Mahasiswa dapat
Yang menjadi Nomor Pokok membantu wajib
penanggung jawab : Wajib Pajak pajak
Bapak Benny Candra (NPWPD) bagi mendaftarkan

wajib pajak yang Nomor Pokok
tidak memiliki Wajib Pajak

b. Mengoperasikan (NPWPD)
aplikasi Sistem . Mahasiswa dapat
Informasi dan mengetahui cara
Manajemen Objek mengoperasikan
Pajak (i-SISMIOP) aplikasi Sistem

Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

21.  Senin, 04 April 2022  a. Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan membantu wajib
penanggung jawab : dan cetak tagihan pajak yang ingin
Bapak Benny Candra Pajak Hotel, Pajak melaporkan dan

Parkir, dan Pajak cetak tagihan
Hiburan Pajaknya

b. Membantu wajib Mahasiswa dapat
pajak mencetak membantu wajib
tagihan PBB pajak yang ingin

mencetak tagihan
pajaknya.

22.  Selasa, 05 April 2022 a. Membantu wajib . Mahasiswa dapat

Yang menjadi
penanggung jawab :

pajak melaporkan

membantu wajib
pajak melaporkan
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Bapak Benny Candra

dan cetak tagihan
pajak hiburan
Mengoperasikan
aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

dan cetak tagihan
pajak hiburan

b. Mahasiswa dapat
mengetahui cara
mengoperasikan
aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

23. Rabu, 06 April 2022 a. Membantu Wajib ~ a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi Pajak mengakses membantu Wajib
penanggung jawab : website e-SPTPD Pajak melaporkan
Bapak Benny Candra untuk melaporkan pajak hiburan

dan cetak tagihan ~ b. Mahasiswa dapat

pajak hiburan mengetahui data-
b. Menginput data data pajak hiburan

pajak hiburan bioskop

bioskop

24.  Kamis, 07 April 2022  Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan membantu wajib pajak
penanggung jawab : pajak hiburan melaporkan pajak
Bapak Benny Candra hiburan

25.  Jumat, 08 April 2022  Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan dan Membantu wajib
penanggung jawab : cetak tagihan Pajak pajak melaporkan dan
Bapak Benny Candra  Restoran, Pajak cetak tagihan

Parkir, dan Pajak pajaknya
Hiburan

26.  Senin, 11 April 2022  a. Mendaftarkan a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi NPWPD bagi membantu wajib
penanggung jawab : wajib pajak yang pajak
Bapak Benny Candra tidak memiliki mendaftarkan

NPWPD NPWPD
b. Mengoperasikan b. Mahasiswa dapat
aplikasi Sistem mengetahui cara
Informasi dan mengoperasikan
Manajemen Objek aplikasi Sistem
Pajak (i-SISMIOP) Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)
27.  Selasa, 12 April 2022  Menginput data pajak  Mahasiswa dapat

Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

hiburan bioskop

mengetahui data-data
pajak hiburan bioskop
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28. Rabu, 13 April 2022 a. Membantu wajib a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan Membantu wajib
penanggung jawab : dan cetak tagihan pajak melaporkan
Bapak Benny Candra Pajak Restoran, dan cetak tagihan

Pajak Parkir, dan pajaknya

Pajak Hiburan b. Mahasiswa dapat
b. Menginput data mengetahui data-

pajak hiburan data pajak hiburan

bioskop bioskop

29.  Kamis, 14 April 2022  Membantu menginput  Mahasiswa dapat
Yang menjadi data pajak hiburan membantu menginput
penanggung jawab : data pajak hiburan
Bapak Benny Candra

30.  Senin, 18 April 2022  a. Menginput data a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak hiburan mengetahui data-
penanggung jawab : bioskop data pajak hiburan
Bapak Benny Candra  b. Mewawancarai Bu. bioskop

Tatik selaku staff b. Mahasiswa dapat
pendataan dan memahami
pelayanan bagaimana cara
mengenai pajak perhitungan,
hiburan bioskop pelaporan, dan
penyetoran pajak
hiburan bioskop

31.  Selasa, 19 April 2022  Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan dan Membantu wajib
penanggung jawab : cetak tagihan Pajak pajak melaporkan dan
Bapak Benny Candra  Restoran, Pajak cetak tagihan

Parkir, dan Pajak pajaknya
Hiburan

32.  Rabu, 20 April 2022 a. Membantu wajib a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan membantu wajib
penanggung jawab : dan cetak tagihan pajak melaporkan
Bapak Benny Candra pajak hiburan dan cetak tagihan

b. Mengoperasikan pajak hiburan
aplikasi Sistem b. Mahasiswa dapat
Informasi dan mengetahui cara
Manajemen Objek mengoperasikan
Pajak (i-SISMIOP) aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)
33.  Kamis, 21 April 2022 a. Membantu Wajib  a. Mahasiswa dapat

Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

Pajak mengakses
website e-SPTPD
untuk melaporkan

membantu Wajib
Pajak melaporkan
pajak hiburan
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dan cetak tagihan
pajak hiburan

b. Menginput data
pajak hiburan
bioskop

b. Mahasiswa dapat
mengetahui data-
data pajak hiburan
bioskop

34.  Jumat, 22 April 2022  Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan dan Membantu wajib
penanggung jawab : cetak tagihan Pajak pajak melaporkan dan
Bapak Benny candra  Restoran, Pajak cetak tagihan

Parkir, dan Pajak pajaknya
Hiburan

35.  Senin, 25 April 2022  a. Membantu wajib a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan Membantu wajib
penanggung jawab : dan cetak tagihan pajak melaporkan
Bapak Benny Candra Pajak Restoran, dan cetak tagihan

Pajak Parkir, dan pajaknya

Pajak Hiburan b. Mahasiswa dapat
b. Menginput data mengetahui data-

pajak hiburan data pajak hiburan

bioskop bioskop

36.  Selasa, 26 April 2022  a. Mendaftarkan a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi Nomor Pokok membantu wajib
penanggung jawab : Wajib Pajak pajak
Bapak Benny Candra (NPWPD) bagi mendaftarkan

wajib pajak yang Nomor Pokok

tidak memiliki Wajib Pajak

b. Mengoperasikan (NPWPD)

aplikasi Sistem b. Mahasiswa dapat

Informasi dan mengetahui cara

Manajemen Objek mengoperasikan

Pajak (i-SISMIOP) aplikasi Sistem
Informasi dan
Manajemen Objek
Pajak (i-SISMIOP)

37.  Rabu, 27 April 2022 a. Membantu wajib a. Mahasiswa dapat

Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

pajak melaporkan
dan cetak tagihan
Pajak Hotel, Pajak
Parkir, dan Pajak
Hiburan

b. Membantu wajib
pajak mencetak
tagihan PBB

membantu wajib
pajak yang ingin
melaporkan dan
cetak tagihan
Pajaknya

b. Mahasiswa dapat
membantu wajib
pajak yang ingin
mencetak tagihan
pajaknya.
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38. Kamis, 28 April 2022 a. Membantu Wajib  a. Mahasiswa dapat
Yang menjadi Pajak mengakses membantu Wajib
penanggung jawab : website e-SPTPD Pajak melaporkan
Bapak Benny Candra untuk melaporkan pajak hiburan

dan cetak tagihan ~ b. Mahasiswa dapat

pajak hiburan mengetahui data-
b. Menginput data data pajak hiburan

pajak hiburan bioskop

bioskop

39.  Senin, 09 Mei 2022 Membantu wajib Mahasiswa dapat
Yang menjadi pajak melaporkan dan Membantu wajib
penanggung jawab : cetak tagihan Pajak pajak melaporkan dan
Bapak Benny Candra  Restoran, Pajak cetak tagihan

Parkir, dan Pajak pajaknya
Hiburan

40.  Selasa, 10 Mei 2022 Melakukan Mahasiswa
Yang menjadi wawancara kepada mendapatkan data
penanggung jawab : Bapak Taufik yang diperlukan untuk
Bapak Benny Candra  mengenai Pajak kelengkapan data pada

Hiburan Bioskop dan  Laporan Tugas Akhir
meminta data-data

yang diperlukan

mengenai Pajak

Hiburan Bioskop

41. Rabu, 11 Mei 2022 Meminta data Mahasiswa dapat
Yang menjadi mengenai target dan mengetahui data
penanggung jawab : realisasi penerimaan mengenai target dan
Bapak Benny Candra  PAD pada Badan realisasi penerimaan

Pendapatan Daerah PAD pada Badan

Kabupaten Jember Pendapatan daerah

Tahun 2021 Kabupaten Jember
Tahun 2021

42.  Kamis, 12 Mei 2022 a. Silaturahmi dan Mahasiswa dapat
Yang menjadi Halal Bihalal membantu wajib pajak
penanggung jawab : b. Membantu wajib yang ingin
Bapak Benny Candra pajak melaporkan  melaporkan pajak

pajak hiburan hiburan

43.  Jumat, 13 Mei 2022 Membantu bagian Mahasiswa dapat
Yang menjadi pelayanan dengan membantu wajib pajak
penanggung jawab : melayani Wajib Pajak  yang ingin
Bapak Benny Candra  yang ingin mengajukan

mengajukan pembetulan, mutasi,
pembetulan, mutasi, objek pajak baru PBB
objek pajak baru PBB

44.  Selasa, 17 Mei 2022 Melakukan Mahasiswa

wawancara kepada

mendapatkan data
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Yang menjadi
penanggung jawab :
Bapak Benny Candra

Bapak Taufik
mengenai Pajak
Hiburan dan meminta
daftar nama wajib
pajak Pajak Hiburan
Bioskop

yang diperlukan untuk
kelengkapan data pada
Laporan Tugas Akhir

45.  Rabu, 18 Mei 2022 Meminta data Mahasiswa dapat
Yang menjadi penerimaan Pajak mengetahui
penanggung jawab : Hiburan pada 3 tahun  penerimaan pajak
Bapak Benny Candra  terakhir hiburan pada 3 tahun

terakhir

46.  Kamis, 19 Mei 2022 Meminta data-data Mahasiswa
Yang menjadi yang diperlukan mendapatkan data
penanggung jawab : mengenai Pajak untuk kelengkapan
Bapak Benny Candra  Hiburan Bioskop data pada Laporan

kepada Bapak Eko Tugas Akhir

47.  Jumat, 20 Mei 2022 Berpamitan kepada Mahasiswa
Yang menjadi Kepala Bidang melakukan sesi foto,
penanggung jawab : Pelayanan dan tidak lupa
Bapak Benny Candra  Pegawai Bidang mengucapkan

Pelayanan pada Badan terimakasih

Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Sumber: Data diolah (2022)
3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah
Data Kuantitatif dan Data Kualitatif.

a. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data
kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa target dan realisasi
penerimaan pendapatan daerah, Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah
(SPTPD).

b. Data Kualitatif adalah data informasi berbentuk kalimat verbal yang
menjelaskan atau melaporkan dari objek penelitian. Data kualitatif pada
Laporan Tugas Akhir ini yaitu berupa penjelasan wawancara dengan

narasumber.
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3.3.2 Sumber Data

Didalam Praktek Kerja Nyata ini, sumber data yang digunakan dibagi
menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder dengan pengertian sebagai
berikut (Yulianto dkk., 2018:37).

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang
menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pengumpulan data
primer merupakan bagian internal dari proses penulisan laporan tugas akhir
dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer
dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul
data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengumpul data. Biasanya
sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah
sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Data sekunder
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam
penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau
pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai
berikut:

a. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan
terhadap buku perpajakan, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang
berkaitan dengan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.

b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara penanya dengan
responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan
penduan wawancara (Suryani dan Hendryadi, 2018:184). Dalam Laporan
Praktik Kerja Nyata ini yang diwawancarai terkait dengan Pajak Hiburan
Bioskop, dan orang yang diwawancarai adalah pegawai Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember.
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c. Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang
lain (Rangkuti, 2019:42). Data dalam metode ini didapat dengan pengumpulan
data dari hasil pengamatan selama ditempat pelaksanaan praktik kerja nyata.

d. Dokumentasi adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan dengan
menganalisis isi dokumen atau kegiatan dalam dokumen (Indra dan
Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu

seperti Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak Hiburan Bioskop.



BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berikut ini merupakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata yang
di laksanakan penulis selama menjalankan Praktik Kerja Nyata di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan,
Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember.
4.1 Gambaran Umum Instansi
4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beralamat di JI. Jawa No.72,
Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur,
Kode Pos 68121 merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk
mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan memaksimalkan potensi
pajak yang ada di Kabupaten Jember.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas:
“Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
keuangan.” Dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diantaranya
pelaksanaan koordinasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan
pemungutan pajak daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah
dengan perangkat daerah dan instansi terkait, dan pelaksanaan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu:
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“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan

Mandiri”

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu”
1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.
3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan

Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi secara

Berkelanjutan.
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

4.1.3

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

adalah sebagai berikut :

| KEPALA BADAN l

Jabatan

Sub Bagian Umum

Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan
Dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perencanaan
—  Dan Pengembangan Pendapatan
Daerah

Sub Bidang Perencanaan
p— Dan Pengembangan PBB P2
dan BPHTB

Sub Bidang Perencanaan Dan

Hiburan Dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pengelolaan Dan
l— Pengenmbangan Retrubusi Daaerah
Dan Pajak Daerah Lainnya

—Pengembangan Pajak Hotel, Restoran,

Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengelolaan
PBB P2 dan BPHTB

Sub Bidang Pengelolaan
Pajak Hotel, Restoran, Hiburan
Dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pengelolaan
Retrubusi Daaerah Dan
Pajak Daerah Lainnya

Bidang Pengendalian
Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Pendapatan
Daerah

UPTD

Sub Bidang Pengendalian
Dan Evaluasi PBB P2
dan BPHTB

Sub Bidang Pengendalian

[— Dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran,

Hiburan Dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pengendalian
Dan Evaluasi Retribusi Daerah
Dan Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Pajak
Daerah

Sub Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Retribusi
Daerah

Sub Bidang Pengelolaan
Sistem Informasi Pendapatan Asli
Daerah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

4.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada saat Praktik Kerja Nyata merupakan

penyampaian informasi laporan dan hasil data yang didapatkan dari pelaksanaan

Praktik Kerja Nyata. Dimana kegiatan ini penulis melakukan kerja lapang di Badan
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Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan di tempatkan pada Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Pendapatan Daerah bagian pelayanan untuk mencari informasi
mengenai data-data yang berkaitan dengan judul Laporan Tugas Akhir yaitu
“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga laporan dari kegiatan
Praktik Kerja Nyata ini menjadikan alat pertanggung jawaban, alat pengawasan,
bahan penilai, dan bahan pengambilan keputusan terkait syarat kelulusan bagi
Program Studi Diploma Ill Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan IiImu Politik
Universitas Jember.
4.3 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 bagian
Ketiga Pasal 19 menyatakan Wajib Pajak Hiburan Bioskop adalah orang pribadi
atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan, Subjek Pajak Hiburan
adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
bagian Ketiga Pasal 18 Objek Pajak Hiburan Bioskop adalah jasa penyelenggaraan
hiburan bioskop dengan dipungut bayaran. Di Kabupaten Jember terdapat 6 Objek
Pajak Hiburan Bioskop berikut daftar nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Tabel 4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021

No Objek Pajak Hiburan Bioskop Alamat
1. CINEMA CGV ROXY -JL. HAYAM
WURUK JEMBER
2. KOTA CINEMA MALL JL. GAJAHMADA 176
3. PT.KARYA MEDIA JAYA BERSAMA JL. GATOT SUBROTO NO
GEMILANG (NSC) JEMBER 37 JEMBER
4. PT.CINEMAXX GLOBAL JL. GAJAH MADA LIPPO
PASIFIK/CINEPOLIS PLAZA JEMBERLT. 6
5. PT.NUSANTARA SEJAHTERA JL. HAYAM WURUK 71
RAYA/ CINEMA XXI (TRANSMART) JEMBER
6. RENTAL IRAMA JL. SULTAN AGUNG 56
JEMBER

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021
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4.4 Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan
Bioskop

4.4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop

Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop ini, wajib pajak dapat
melakukan perhitungannya sendiri terhadap besarnya pajak terutang. Cara
menghitung besarnya pajak terutang pada Pajak Hiburan Bioskop yaitu mengalikan
tarif pajak dengan besarnya omzet yang diperoleh wajib pajak setiap bulannya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah, Tarif Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember sebesar 10%
(sepuluh persen)

Pajak Terutang = Tarif x Pengenaan Pajak (Omzet)

Besarnya Pajak Terutang = 10% x total omzet yang diterima setiap bulannya.
a. Contoh Kasus Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop
Pajak Hiburan Bioskop yang dikenakan pada Bioskop ABC di Kabupaten
Jember pada bulan april 2022 jumlah omzet sebesar Rp. 378.995.450,00.
Dengan tarif Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember sebesar 10%.
Maka Pajak Hiburan Bioskop ABC terutang adalah:
Pajak Terutang Bioskop = Tarif x Total Omzet
=10% x Rp. 378.995.450,00
= Rp. 37.899.545,00
Jadi Pajak Hiburan Bioskop ABC yang terutang sebesar Rp. 37.899.545,00
yang telah dikenakan tarif pajak sebesar 10%.
4.4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop
Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember ini menggunakan sistem self assessment, jadi wajib pajak memiliki
kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan
memiliki tanggung jawab sendiri dalam melaporkan pajaknya. Wajib pajak dapat
melakukan pelaporan pajaknya secara online dapat melalui website berikut ini

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/. Setelah berhasil login Wajib Pajak dapat

melaporkan omzet setiap bulannya. Pada halaman aplikasi E-SPTPD sudah tertera

tarif pajaknya, maka secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui.


https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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Berikut prosedur pelaporan pajak hiburan yang penulis dapatkan melalui
wawancara kepada staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara mandiri melalui website

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

T e\;\égj:tt;rpsgg: i Buka web Pajak Daerah dengan alamat
Wajib Pajak)g https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/

A4

Setelah muncul tampilan ketik
Klik E-SPTPD NPWPD dan Password dari Wajib
Pajak, lalu klik login

Y
Klik Lapor E-SPTPD

(Pajak Hiburan
Bioskop)

Klik masa bulan pajak
yang akan dibayarkan

A
Ketik omzet dalam

Pilih bank yang dituju, lalu klik |

simpan dan cetak SPTPD bulan yang
bersangkutan
A
Wajib Pajak dapat meninggalkan Wajib Pajak dapat melakukan
halaman dengan mengklik bagian pembayarannya pajak
logout pada pojok kanan atas di menu terutangnya kg bank yang
tampilan dituju.

Gambar 4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara mandiri ke
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Sumber: Data Diolah, 2022

Keterangan:
1. Wajib pajak membuka web pajak daerah dengan alamat
https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/

2. Setelah muncul tampilan ketik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) dan password wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) dan password ini diperoleh dari saat wajib pajak pertama kali


https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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mendaftarkan objek pajaknya di Badan Pedapatan Daerah Kabupaten
Jember.

Selanjutnya, klik login

Lalu, klik E-SPTPD

Selanjutnya, klik lapor E-SPTPD

Lalu, klik masa bulan pajak yang akan dibayarkan

Ketik omset dalam bulan yang bersangkutan

Pilih bank yang dituju, lalu klik simpan dan cetak

© ©® N o g &~ w

Wajib Pajak dapat meninggalkan halaman dengan mengklik bagian logout
pada pojok kanan atas di menu tampilan

10. Setelah mencetak SPTPD dan logout lalu bayar pajak terutangnya di bank
yang dipilih.

Pertama, buka website Pajak Daerah dengan alamat https://pajakdaerah.

jemberkab.go.id/ dan akan muncul aplikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember seperti pada gambar di bawabh ini.

APLIKASI PAJAK DAERAH LAINNYA
BADAN PENDAPATAN KAB. JEMBER

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

-
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Kedua, masukkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan juga

masukkan password lalu klik login.

APLIKASI PAJAK DAERAH LAINNYA
BADAN PENDAPATAN KAB. JEMBER

* BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

—~

Ketiga, akan muncul Halaman utama disitu tertera Data Wajib Pajak. Di bagian atas
sebelah sistem pajak daerah, halaman utama, E-SPTPD, tanggungan pajak, setting,
bantuan dan logut. Untuk memungut pajak terhutangnya klik E-SPTPD di sebelah

halaman utama.

SISTEM PAJAK DAERAH Makaiman Utams [ Tangguegan Pajak setting Watitian Logout

Halaman Utama ® Hone
Data Wajib Pajak
NPWPD NIk
Mama Wajib Pajak Alarmat Wajity Pajak
Kelurahan/Desa naw 1

Kecamatan WALIWATES Kabupaten
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Keempat, di halaman E-SPTPD akan muncul data (Hotel, Hiburan, Penerangan
Jalan, dan Parkir). Selanjutnya klik lapor SPTPD pada nomor 2 yaitu Pajak

Hiburan.
SISTEM PAJAK DAERAH Wakaman Utama £SPTPD Tangguogan Pajok  Setung  Bantuan  Logout Selamat Datang,
E-SPTPD (Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Parkir) ® rome

No I Jenis Pajak nor Nama Objek Pajak Alamat Keluraban Action

Kelima, disini mengisi Form input SPTPD kolom paling atas masukkan masa pajak
2022, kolom kedua tanggal jatuh tempo, kolom ketiga masukkan total omzetnya
yaitu sebesar Rp. 378.995.450,- dan masukkan tarif pajaknya sebesar 10%, kolom
ke empat akan muncul pajak terhutangnya secara otomatis yaitu sebesar Rp.
378.995.450 x 10% = Rp. 37.899.545,-

Form Input SPTPD

Total Oneet ¥ Tarll Pajak
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Keenam, yaitu pilih tempat pembayaran, setelah itu simpan dan cetak.

Ketujuh, akan keluar tagihan pembayaran untuk bulan Februari. Tagihan
pembayaran pajak terhutang ini di print. setelah diprint untuk membayarnya bisa

langsung bayar ke Bank yang telah di pilih.
- ] = _!;W - — |

R s Deatinancn & Micownt Proeto POF  ~

- ————— 4 Pages -

o hrrzmmsens Layour Poctrat

— f— Celor Celor

Tabel
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Kelebihan dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem self
assessment melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini
mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak hiburan bioskop
sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember. Adapun kekurangan dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop
menggunakan sistem self assessment yaitu, kebenaran terhadap pelaporan omzet
yang diperoleh wajib pajak masih belum akurat. Juga wajib pajak yang belum
mengerti terkait prosedur pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara online pada
website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sehingga wajib pajak masih
mendatangi langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar dapat

melakukan pelaporan pajaknya dengan dibantu oleh petugas pelayanan.
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4.4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

Setelah melalui tahap pelaporan wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan
Terutang Pajak Daerah (SPTPD), di SPTPD tersebut tertera kode pembayaran.
Kode pembayaran ini digunakan untuk membayar pajak terutang.

Berikut contoh SPTPD untuk penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Paja% Dasrah Lain

PERTRINTAN KARUSATEN J(omen
BADAN PEVOAPATAN DATRAN
I Teew S TD Tedn (ANIN) BNIND Fav, (410Y) BMARRE fremes
— e —— —
e ———— SURAT PIMBERITANUAN TEMUTANG PAJAR DALRAN
PAIAK HIBURAN
( SPTPD - WIDURAN )
TIPPAT PEPBAYARAN : RANK JATIN
KOOE BILLING 1
—_— B == e B
3. Mawa Maglb Pajak :
3. W ¢
3. Alwest Wagib Pagak | S e—)
4. wws Usaha ¢
5. Wio® L CE—
6. Alsmat Objer Pafak - EEEEEE—
7. Jenis Ut ] Tontonan film/Bioskop
5. Masa Pajak H April 2022
K. Nilal Penjualan t 378.995.450,00
9. Jumlah Pajak Terhutang :  37.899.545,00
(Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh
Lima Rupiash)
-,
B0
1
§ ]

Gambar 4.3 SPTPD Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022
Selanjutnya yaitu tahap penyetoran yang mana wajib pajak melakukan
pembayarannya di bank persepsi atau mitra kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sesuai dengan yang wajib pajak pilih di tahap pelaporan dengan
membawa SPTPD yang telah di cetak, yang mana didalamnya terdapat kode
pembayaran sehingga wajib pajak tidak perlu mengisi form lagi di bank yang
dipilih. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara otomatis
berubah menjadi lunas. Setelah wajib pajak melakukan penyetoran maka wajib

pajak akan mendapatkan bukti pelunasan berupa kwitansi.
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Berikut bukti bahwa bioskop ABC telah melakukan pembayaran pajak

hiburan bioskop pada Bank Jatim.

/ SANE 8PP JATIN SURAT SETORAR PAJAT DACRAN (33PD)

! _,'".'...f.‘,',‘" Jrne BIOSKOP 15-05-22  11:07:50
Noms ;O — e
Alesat . =z
No.0bjek Pajat : S -2 3°-
Nasa Pafat T4 -7z
Tahen Pajak : 202 22 -3
Noser Ketetapan F950020 Z== H
Tode Pengesahan T 001S115101001118 = f . 2
o. Reforensi t TLI-18 ==zt
Junlah Setoran t Rp. 8981 37.899.545,008 s I3
snds :+ Rp. OVEICRARNNNIEY, 0! = ==
siopa : Rp. BETSRNERONINNNG ¢ s
'.'.' : .,_ 9889 37.899.545,008 -

. TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA =

Torbilang “RATUS EWPAT PULUK LIMA RUPIAH -

SADAR PENDAPATAN DAERAN KAD JERSER
MENYATAEAN SEBAGAI BUETI PERBAVARAN VARG SAN

Gambar 4.4 Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Biskop pada Bank Jatim
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

4.4.4 Pengenaan Sanksi

Penyetoran pajak hiburan bioskop paling lambat akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak. Misal wajib pajak melakukan pembayaran masa pajak bulan
april, maka Wajib Pajak sebelum berakhir pada tanggal 31 mei itu sudah harus lunas
membayar pajak terhutangnya. Jika wajib pajak masih tidak membayarkan pajak
terutangnya sampai waktu yang ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan
sanksi sebesar 2% setiap bulannya dari pokok pajak dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat bayar sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan
Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop = Tarif x total omzet yang diterima setiap
bulannya oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan bioskop menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif pajak hiburan
bioskop sebesar 10%.

b. Untuk melakukan Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember ini menggunakan sistem self assessment. Wajib
Pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya dengan mendatangi langsung ke
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, atau Wajib Pajak dapat

mengakses website berikut ini https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/, setelah

berhasil login Wajib Pajak dapat melaporkan omzet setiap bulannya. Pada
halaman aplikasi E-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, maka secara otomatis
pajak terutangnya bisa langsung diketahui.

c. Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)
Pajak Hiburan Bioskop dan di SPTPD sudah tertera kode pembayaran. Dengan
menggunakan kode pembayaran tersebut maka wajib pajak dapat
membayarkan pajak terutangnya di Bank Jatim melalui teller dan juga bisa
transfer melalui ATM ataupun internet banking. Setelah melakukan penyetoran
pada halaman E-SPTPD secara otomatis berubah menjadi lunas.

d. Aplikasi E-SPTPD mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan
pajak hiburan bioskop sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik
Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini memberikan saran
kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Dalam perhitungan, pelaporan, penyetoran pajak hiburan bioskop ini yang
mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak
terhutangnya, untuk mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan dari wajib
pajak diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk
melakukan survei lapangan secara berkala.

b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengikuti seiring
perkembangan zaman dengan perbaikan sistem teknologi informasi, agar
sistem E-SPTPD tetap terjaga keakuratannya.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Permohonan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman - www.fisip.uncj.ac.id

Nomor + 089/UN25.1.2/SP/2021 5 Januari 2022
Lampiran : Satu Eksemplar .
Hal : Permohonan Kegiatan Magang

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

JI. Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah
menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata)
untuk penyelesaikan laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kesediaan Saudara memberikan
kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu ;

No NAMA NIM Program Studi |
1. | Alvia Savila Cantika 190903101009 D 111 Perpajakan

2. | Devvi Mey Permatasari 190903101016 D 11 Perpajakan

3. | Karimah Kusuma Wardhani 190903101051 D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) cksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN).

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih,
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Lampiran B. Surat Balasan Pemohonan Praktik Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ® 337112 JEMBER 68121

———
Jember, 17 Januari 2022 °
Nomor  : 420/29 /35.00.413/2022
Sifat :  Pentin Kepada
. i Yth. Dekan Fakultas Iimu Sosial dan Iimu Politik
Lampiran : - N
Perihal  :  Persetujuan Tempat PKL Universitas Jember

Menindaklanjuti surat Saudara  Nomor : 089/UN.25.1.2/SP/2022 Tanggal
5 Januari 2022 perihal Permohonan Tempat Praktel
diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabu,

paten Jember bersedia menerima
Mahasiswa/i atas nama :

TO. NAMA NIM JURUSAN
1. | Alvia Savila Cantika 190903101009 D III Perpajakan ]
2. | Dewi Mey Permatasari 190903101016 D III Perpajakan
3. | Karimah Kusuma Wardhani 190903101051 D III Perpajakan o

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Penda
Jember terhitung mulai 7 Maret 2022 s/d 20 Mei 2022,
Demikian untuk menjadikan maklum.

patan Daerah Kabupaten

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
{ABYRATEN JEMBER
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Lampiran C. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
(0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Fax.

SURAT TUGAS
Nomor ; 1294/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini s

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP 1196107221989021001
Jabatan

: Wakil Dekan 11 Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember berikut
ini ;

»

No. Nama NIM Program Studi
1. | Alvia Savia Cantika 190903101009 D 11 Perpajakan
2. | Devvi Mey Permatasari 190903101016 D III Perpajakan

i Karimah Kusuma Wardhani 190903101051 D III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata/Magang di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

T, 25 Februari 2022

Tembusan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi D III Perpajakan FISIP UNEJ

3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2665/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., MSi, QIA, QGIA, QWP.
NIP : 197902202002122001
Jabatan

- Wakil Dekan 1 Fakultas Iimu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada Dosen Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember berikut ini ;
Nama - Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP 1 197909192008122001

Jabatan Fungsional - Lektor

Pangkat, Golongan  : Penata, 111/

sebagai Supervisi mahasiswa Program Studi D 11l Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 7 Maret
sampai dengan 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No. Nama NIM Program Studi
1. | Alvia Savila Cantika 190903101009 D 111 Perpajakan
2. | Devvi Mey Permatasari 190903101016 D 111 Perpajakan
3. | Karimah Kusuma Wardhani 190903101051 D 111 Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 Mei 2022

afah Puspitaningtyas, S.Sos.,
A, QGIA, QWP

Tembusan :

1. Dekan FISIP Universitas Jember;

2. Wakil Dekan 11 FISIP Universitas Jember

3. Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni FISIP Universitas Jember.



Lampiran E. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

DAFTAR ABSENST MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Tempat KK H
Asal Unlv. : Universites Tember (9% ’?e(?f\y\\Wm)
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Tempat KK :
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBEe (03 VE?Y’A:IW‘"’)
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Lampiran F. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Kalimantan Kampus Tegalboto T, (001-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.uncjacid

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D Il PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER
25 NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN
ANGKA HURUF
1 |Penguasaan Materi Tugas 00 |Sembilen '}w/y/;
2 |Kemampuan / Kerjasama 0> |§ymbylan pulel dva
Z I
3 |Etka 50 gtl‘ﬂb[/lﬂ 'bl‘/(/h
4 |Disiplin 93 lan  polvh s
NILAI RATA - RATA
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama Avia .Sf‘.".’?" A, C’"‘H ":D' ...................................
NIM 909021 Q100 | i
Jurusan : limu Administrasi
Program Studi : Diploma Il Perpajakan
Yang menllal :
Nama  :Hendren Suf f.\,.ﬂ\_\rf\.f.“S..?!?d ............. —
Jabatan SpepaLa grdand PerenCainaen dan. . Peng émdangey. .
Instansi ; b (2 f‘?l‘f‘.??’!h‘m, ODnesrh, f"‘bul"‘* 9.’.‘3.,]@’.’?!’9."-.:.‘? .....
Tanggal S LY L R RETPERETITT
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[N e SRR B v 06 o 4 6 0 Miaacaaiators sl v smatindidionioiiiarsiolaeoviameina pars eveisieie o0
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4 *
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PEDOMAN PEN MBE
NO. | HURUF | ANGKA KRITERIA
A >80 [ISTMEWA

AB |75 AB <80 |SANGAT BAIK
8 70sB<75 |BAK

BC |655BC <70 |CUKUP BAIK
c 60sC<B5 |CUKUP

CD |55sCD<60 KURANG

wlo|v|o|n|s|wln]=

D |50=D<55
DE_ [455DE<50 |opNGAT KURANG
E <45
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Lampiran G. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ *{( /35.09.413/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama s TITA FAJAR A, SH.,MM

NIP s 197410704 199803 2 006

Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a

Jabatan : PIt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Alvia Savila Cantika 190903101009 D III Perpajakan
2 | Dewi Mey Permatasari 190903101016 D III Perpajakan
3 | Karimah Kusuma Wardhani 190903101051 D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang Kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada

tanggal 7 Maret s/d 20 Mei 2022.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2022

Pit. KEPALA BADAN-PENDAPATAN DAERAH
~wEEAJEN JEMBER

\| 3

2/

NIP. 197410704 199803 2 006

S S ——
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Lampiran H. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantas 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 jember 68121
Telopon 0331-330224, 3134267, 337422 333147 * Faximile 0331339029
Laman - waw gne ac il

SURAT TUGAS
Nomor : 3292/UN25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas [lmu Sosial
dan llmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah int:

No Nama/ NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Keterangan
Drs Anwar M .Si /
! | NIP. 196306061988021001 Penata/ 1ll.c Laktor oru

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa -
Nama  :Alvia Savila Cantika,

NIM 1190903101009

Jurusan D3 Perpajakan

Judul Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyctoran Pajak Hiburan Bloskop pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal - 21 Juni 2022

26002191987021001

Tembusan

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Pertinggal
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Lampiran |. Daftar Konsultasi Bimbingan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.uncj.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN
LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA
PROGRAM D 111 PERPAJAKAN

Nama : Alvia Savila Cantika

NIM : 190903101009

Jurusan : llmu Administrasi

Program Studi : D 11l Perpajakan

Alamat : Dusun Krajan 1, RT/RW: 002/001, Desa Besuk Kidul, Kec. Besuk, Kab
Probolinggo, Jawa Timur.

Judul Laporan .

(dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(dalam Bahasa Inggris)

The Procedure of Calculation, Reporting, and Depositing Tax on Cinema Entertainment in
Revenue Department of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Anwar. M.Si.

No. Hari/Tanggal P;’::/ Uraian Keterangan Tanda Tangan Pembimbing
[WETE L4
[, | Sean , /g oo Konsultasi Judul ‘/77 —T
" G/ 2T . : -
z. (Komis, \/(‘ 10.00 | Bimbingen beb | — & ey \)_//
22 g , '
3. | Senin, -20/6 1200 | Reyisi Ban ACC 7(4_7&& Akhir] o o—T—
[
Catatan :
1. Harap dibawa setiap k ltasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing




Lampiran J.

Contoh SPTPD Pajak Hiburan Bioskop

Paja% Dasrah Lain
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PERTRINTAM KARUSATEN Jemen
BADAN PEVOAPATAN DATRAN
e Teew ST TN (AN BNNID fav, (0101) DMRNE Jremee

SURAT PEMBERITAVUAN TEMQITANG PAYAR DALRAN
PAIAK HTIURAN
( SPTPD - HIDURAN )

TIFPAT PEMBAYARAN : RANK JATIN
KOOE BILLING ¢

. Nawa Wajlb Pajak

. Alwwat Majib Pajad

. Mawa Usaha

nioe

Alsmat Objek Pajak

« Jenls Ussha
« Masa Pajak
.« Nilal Penjualan

. Jumlah Pajak Terhutang

Tontonan film/Bioskop
April 2022

378,995.450,00
37.899,545,00

(Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh

Lima Rupish)
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Lampiran K. Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Biskop pada Bank Jatim

/ BANE 8PP JATIN SURAT SETORAR PAJAL DACRAM (33P0)
003 - CABANG JCNBER BIOSKOP
! JTHIRITL 28 15-05-22 11:07:50
Nags : =
Alesat . 2:s”
Ro.Shjek Pajak | ——S—— _z3 iz
Rasa Pafatk H ) =_-= =
Tahen Pajak 1 2022 Zz =
Noser Ketetapan D91150020 == H
Tode Pengesahan 1 0015115181071118 ==z
fo. Reforensi s TL20-138 =
Junlah Setoran  Rp. 8980 37.899.545,008 = : =
sands s Rp. BOVEINNASNNNIEY, 00! = ==
dioya t Rp. SERSRIORANINNNg Qb s
'...' H .'_ 9889 37.899.545,008 -
Tordilang :;:gaspg::":‘(T:;E:jﬂ’f};k”gl‘j;’;:: RATUS SERBILAN PULUH SEMBILAN RIBU LINA s

SADAR PENDAPATAN DAERAN [AD JERDER
WENVATARAN SEBAGAI BUETI PENBAVARAN VARG SAN



Lampiran L. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019

)

BADAN

NDADPATAN DAERAH KABUPATEN

Jin. Jaws No.72 Jember Telp, (0331) 337112 Fax. (0331) 334834

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019
S/D TANGGAL 31 Desember 2019
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Lampiran M. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020

Jin, Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334054

TARGET dan REALISAS| PENERIMAAN PAD
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
SID TANGGAL 31 Desember 2020
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Lampiran N. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021
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TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD
KABUP,

TEN JEMBER TA. 2021
8/D TANGGAL 31 Desember 2021
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Lampiran O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

Menimbang: a.

Mengingat . 1.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomar
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah d Kabupaten Jember perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan hurul b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 lentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomaor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir
ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4048);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana
lelah dua kah diubah. terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4844).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725),
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5058),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4579),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinltahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Paraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tala Cara Pemberian dan Pemanlaatan Insentii Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesla
Negara Nomor 5161);
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25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Alau Dibayar Sendiri Oleh Waijib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5179);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 1enlang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang
Penyidlk Pegawai Negerl Sipll (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerinlahan yang menjadi Kewenangan Pemenntah Kabupaten
Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Omanisasi dan Tala Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupalen Jember Tahun 2008 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupalen Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemeriniah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupalen Jember.

2. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Jember yang selanjulnya disebut
DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.
Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

U

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas lertentu dibidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.
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Nomor Pokok Wa|lb Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagal sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang lerutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan |ainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Holel adalah fasililas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungul bayaran. yang mencakup juga molel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisala, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay,
sera rumah pemondokan dengan jumlah kamar |ebih darl 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak alas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah lasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera,
termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinlkmatl dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau uniuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi 1anggungannya.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alal, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapal dilihal, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendini alau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga
teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame.
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42,
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Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah
nilai perolehan harga/blaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan
reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang
diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,

Nilai Stralegis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilal yang
ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan
ekonomi dan/alau nilai promotif.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga lisink, baik yang
dihasilkan sendirl maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak alas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, bak dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraluran perUndang-Undang Republik
Indonesiaan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai sualu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor,

Parkir adalah keadaan tidak bergerak sualu kendaraan yang tdak bersifat
sementara,

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah alr yang lerdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
pemukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang hurung walel.

Burung Walel adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga collocalia,
yaitu colfocalia fuchliap haga, colflocalia maxina, collocalia escufanta, dan collocalia
linchi,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/alau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuall kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi leknik yang ditanam atau dilekatkan secara lelap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/alau |aut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapal transaksi jual beli, NJOP ditenlukan melalul perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbualan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/alau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.
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Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagalmana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia dl bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan kelentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan
daerah.

Masa Pajak ndalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender alau jangka waktu lain yang
dialur dengan Peraturan Bupali pahing lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagl Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (salu) lahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender,

Pajak yang terulang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang lerutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wal|ib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran palak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketenluan peraluran perundang-undangan Republik
Indonesia perpajakan daerah,

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang lelah dilakukan dengan menggunakan
formulir alau lelah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjulnya disingkal SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besamnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat kelelapan pajak yang menentukan basarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjulnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang lelah ditelapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dar pada pajak yang terutang atau
seharusnya lidak lerulang,

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah sural untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang
terdapal dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembelulan,
alau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Sural Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keletapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding lerhadap Surat
Kepulusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah sualu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputl harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
{asa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugl untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektil dan profesional
berdasarkan sualu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi danfatau unluk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan kelentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan
perpajakan daerah dan retribus| daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retnbusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukt yang dengan bukti itu membual lerang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dl bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan
tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan sural paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.
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BABII
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

Pajak Hotel,

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Alr Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

~o o0 oop
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Baglan Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragral Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, lermasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifainya
memberkan kemudahan dan kenyamanan, termasuk lasilitas olahraga dan hiburan
serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertermuan di hotel.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah [asilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, lolocopy, pelayanan cuci, seterlka, transporiasi, dan
fasllitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Objek Pajak Holel sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah : hotel, motel,
losmen, gubuk pariwisala, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya
yang sejenis.

(4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. |asa tempatl tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Proplnsi atau Pemerintah Kabupaten;

b. jasa sewa apartemen, kondominlum dan sejenisnya;
c. jasalempal tinggal di pusal pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa lempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panll soslal lainnya yang sejenis; dan



e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang
dapal dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel,

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi alau badan yang mengusahakan hotel,

Paragral Kedua
Dasar Pengenaan, Taril, dan Cara Penghltungan Pajak
Pasal 6
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.

Pasal 7

(1) Taril pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(2) Tarl pajak rumah pemondokan sebesar 3% (liga persen) darl jumlah pembayaran
atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik,

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan laril pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Paragral Keliga
Masa Pajak dan Saal Terutangnya Pajak
Pasal 9

(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saal pembayaran kepada
orang pribadi alau badan yang mengusahakan hotel atau se|ak disampaikan SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang
lerjadi pada saal dilakukan pembayaran alau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragral Kesalu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
Resloran.
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Pasal 11
(1) Obyek pajak resloran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,
baik dikansums| di tempat pelayanan maupun di tempat lain,

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan,
Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depol.

(4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per
bulan.

Pasal 12

(1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi alau badan yang mengusahakan
restoran,

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Taril dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilerima atau yang
seharusnya dilerima restoran.

Pasal 14
Taril pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terulang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

Paragral Keliga
Masa Pajak dan Saal Terutangnya Pajak
Pasal 16
(1) Masa Pajak Resloran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saal pembayaran kepada
orang pribadl atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan
SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak
terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

"
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Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragral Kesalu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak alas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

(1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah :

j-
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tontonan film,
pagelaran kesenian, musik, 1ari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
kesenian rakyat;

. pameran;
. diskotik, karaoke dan klub malam;

sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyar, goll dan bowling;

. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness center}.
pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidentil.

(3) Tidak temmasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka
pemikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

(1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmali hiburan.

(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
hiburan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghilungan Pajak
Pasal 20

(1) Dasar penpenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan,

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk potangan harga dan tikel cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa
hiburan.

Pasal 21

Besamya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);

b. pagelaran kesenian, musik, tan dan/alau busana, kontes kecanlikan, binaraga
sebesar 10 % (sepuluh persen);
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kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);

pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);

diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);

permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10%
(sepuluh persen);

panti pijat, relleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (Fitness
center) sebesar 10% (sepuluh persen);

J. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10% (sepuluh
persen),

Te@ ~esaop

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Taril Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

Paragral Keliga
Masa Pajak dan Saal Pajak Terutang
Pasal 23

(1) Masa Pajak Hiburan untuk :

a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

b. Hiburan yang bersifat insidentil, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

(2) Pajak hiburan yang lerutang lerjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak
terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Keempat
PAJAK REKLAME
Paragral Kesalu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25
(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. reklame papan / reklame dinding / billboard ! videotron / megatron, Large
electronic display (LED) dan sejenisnya;

b. reklame kaln;

13
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Lampiran P. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk |eblh memberikan keadilan dan

Mengingat

1.

meningkatkan pelayanan kepada Wajlb Pajak dan untuk
lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi
perkembangan di bidang teknologl Informasi dan
perkembangan yang terjadi dalam Kketentuan-ketentuan
material di bidang perpajakan perlu dllakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 lentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor & Tahun
1983 tenlang Ketenluan Umum dan Tata Cara Perpalakan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
scbagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Kelentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3262)
yang lelah beberapa kall diubah dengan Undang-Undang

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566)

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagal berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berlkut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribus| wallb kepada negara yang
terutang oleh orang pribadl atau badan yang bersifal
memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan tidak
mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan
unluk  keperluan negara bagl sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

2. Wajib . .,
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WaJlb Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputl
pembayar pajak, pemotang pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyal hak dan kewallban perpajakan sesual
dengan  kelentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan

Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang
merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha
maupun yang lidak melakukan usaha yang melipuli
perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan
lalnnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
millk daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
lirma, kongsi. koperasl, dana pensiun, persekuluan,
perkumpulan, yayasan, organisasl massa, organisasi
sosial politik, atau organisasl lalnnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kaleklif dan bentuk usaha telap.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apa pun yang dalam keglatan usaha atau
pekerjaannya menghasllkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang. melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha Jasa, atau memanfaatkan
Jasa dar| luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilal
1984 dan perubahannya

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagal sarana dalam adminisirasl
perpajakan yang dipergunakan sebagal tanda pengenal
diri atau identitas Wajlb Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

Masa Pajak adalah jJangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu Jangka
waktu terlentu sebagaimana dllentukan dalam Undang-
Undang Ini

Tahun Pajak adalah Jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuall blla Wajlb Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender

9. Bagian ...
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1.

12.

13.

14,

15.

16

17

18.

-4 .

Baglan Tahun Pajak adalah baglan darl jangka waktu 1
(satu) Tahun Pajak,

Pajak yang terulang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau dalam Baglan Tahun Pajak sesual dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sural Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wa)lb
Pajak dlgunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atad pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan perpajakan

Surat Pemberitahuan Masa adalah Sural
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak

Sural  Pemberitahuan  Tahunan  adalah  Sural
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Baglan
Tahun Pajak

Surat Seloran Pajak adalah buktl pembayaran atau
penycloran pajak  yang telah dllakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dllakukan dengan
cara lain ke kas negara melalul tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Menterl Keuangan.

Surat ketetapan pajak adalah sural ketelapan yang
meliputl Surat Kelelapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketelapan Pajak Lebih
Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah sural
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, Jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksl adminlistrasl,
dan Jumlah pajak yang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah
suratl keletapan pajak yang menentukan tambahan atas
Jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Keletapan Pajak Nihll adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredil pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat ...
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Lampiran Q. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Menimbang :

UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Taohun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
scbagaimnna telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemenntahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang secluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otanomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah don retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daecrah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangkn meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perlunsan objck pajak dacrah dan retribusi dacrah dan
pemberian diskresi dalam penctapan tanf;

bahwa kebijakan pajak daerash dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . ..
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Mengingat

ot

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secbagaimana telah
diubah dengan Untnng-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atns Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajnk Dacrah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuniknn dengan kebijakan otenomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf ¢, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Daernh dan Retribusi Dacrah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat

(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujunn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1.

Dacrah Otonom, yang sclanjutnya disebut Daerah, ndalah
kesatuan masyarnkat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .
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10.

-3-

Pemerintah Pusat, yang sclanjutnya disebut Pemerintah,
ndalah  Presiden Republik Indonesin ynng memegang
kekuasaan pemerintahan negara  Republik  Indonesia
scbagaimana dimnksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarnan urusan
pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan
Perwokilan Rakyat Daernh menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyn
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah  Daerah adalah  gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat Daerah sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembnga perwakilan rakyat daerah
schagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Dacrah kabupaten atau walikota bagi Dacrah
kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/ntau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah pernturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota dengan persectujuan  bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajank Daerah, yang sclanjutnyn disecbut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besamyn kemakmuran rakyat.

11. Badan ...
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

#s

Badan ndalnh sekumpulan orang dan/atnu modal yang
merupnkan  kesatuan, baik yang melnkukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan  terbatas,  perseroan komanditer,  perseronn
lainnya, badan usaha mihk negarn (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisnsi sosinl politik, atau organisnsi lninnya, lembagn
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajnk Kendarnnn Bermotor adalnh pajnk ntns kepemiliknn
dan/atau pengunsann kendaraan bermotor.

Kendarnan Bermotor adalah semuna kendaraan beroda
beserta gandengannyn yang digunakan di semua jenis jalan
darnt, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atnu peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubnh
suntu sumber dnyn energi tertentu menjadi tenagn gernk
kendaraan bermotor yang bersangkutnn, termasuk alat-
alat berat dan alat-nlat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secarn
permanen serta kendaraan bermotar yang dioperasikan di
air,

Ben Balik Nama Kentdnrann Bermotor adalah pajak ntas
penyernhan hak milik kendarnan bermotor sebagai akibat
perjnnjian dua pihak atau perbuatan sepihnk atau keadann
yang terjadi karenn jual beli, tukar menukar, hibnh,
warisnn, ntau pemasukan ke dalam badan usaha,

Pajnk Bahan Bakar Kendarann Bermotor ndnlah pajnk ntas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,

Bahan Hakar Kendarann Bermotor ndnlah semua jenis
bahan bakar cair atau gns yang  digunankan untuk
kendarann bermotor.

Pajak Air Permukaan adalah pajak ntas pengambilan
dan/atau pemanfantan air permukann,

Air Permukann adalnh semun air yang terdapnt pada
permukann tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darnt.

Pajak Rokok ndalah pungutan atas cukni rokok yang
dipungut olech Pemerintnh.

20. Pajnk . . .
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20.

21,

22,

23.

24,
25.

26,
27,

28.

30.

s8s

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disedinkan
oleh hotel.

Hotel adnlnh fasilitas penyedin jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugn motel,
losmen, gubuk pariwisata, wismn pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan scjenisnya, sertn
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dani 10 (sepuluh).

Pajak  Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disedinkan oleh restoran.

Restoran  adalah fasilitas penyedin makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugn
rumah makan, kafetarin, kantin, warung, bar, dan
sejenianyn termasuk jasa boga/katering,

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggarnan hiburan.,

Hiburan adalah  semua  jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajnk Reklame adalnh pajak atas penyelenggaraan reklame,

Reklnme ndalah benda, alat, perbuatan, atau medin yang
bentuk dan cornk ragamnyn dirancang untuk tujuan
komersinl memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatinn umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, ynng dapat
dilihnt, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum,

Pajak Penernngan Jalan adalah pajak ntns penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihnsilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batunn adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alaom di dalam dan/atau permukann
bumi untuk dimanfantkan.

Minernl Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan scbagaimana dimaksud di dnlam

peraturnn perundang-undangan di bidang mineral dan
batubnra.

31. Pajak . . .

83



Lampiran R. Wawancara

Hasil Wowancara dengan Bapak Toufik selaku staf Badan Pendapatan Doerah Kobupaten

Jember.

Tanggal: 10 Mei 2022

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis
Narasumber

Penulis

: Assalomualaikum. Selamat siang Pak Taufik, mohon maaf mengganggu
waktunya sebentar untuk melokukan wawancora perihal  prosedur
perhitungan, pelaporan, penyetoran pajak hiburan bisokop.

: Waalaikumsalam dik, silahkan bogaimana apa yang mau ditanyakan?

: yang pertama saya ingin tanyakan itu menggunakan sistem pemungutan
apa pajak hiburan bioskop itu yo pak?

: untuk pemungutannya, pajak hiburan bioskop itu menggunakan sistem self
assessment, dimana muloi dari tahap perhitungan, peloporan, dan
penyetorannya itu wajib pajak memiliki kewenangan sendiri untuk menghitung,
melapor, dan menyetor pajaknya.

: yang kedua saya ingin tanyakan itu bogaimana prosedur pelaporan pajak
hiburan biskop?

: untuk prosedurnya yaitu waijib pajak mengakses web BAPENDA, lalu setelah
muncul menu tampilan masukan NPWPD dan paswordnyq, setelah itu klik
login, lalu akan muncul E-SPTPD kemudian klik, setelah itu kiik lapor E-SPTPD,
lalu kiik masa bulan pajok yang okan dibayarkon, lalu ketik omzet dalam
bulon yang bersangkutan, setelah itu pilih bank yang dituju dan klik simpan
dan cetok SPTPD, lolu wajib pojok dopat meninggalkan halaman dengan
mengklik tombol Jogout.

: Baik Bapak, kalau penyetorannya itu bagaimana nggih Pak?

: jadi untuk penyetorannya setelah wajib pajok mencetak SPTPD maka waijib
pajak dapat membayarkan pajak terutangnya di bank yang telah waijib pajak
pilih sebelumnya. Setlah itu wajib pajak akan dapat bukti pembayaran
berupa struk pembayaran.

: Baik bapak, temyata begitu nggih prosedur perhitungan, pelaporan, dan
penyetoran pajok hiburan bioskop pada Badan Pendapatan Doerah
Kabupaten Jember. Terimakasih untuk waktunya dan mohon maaf nggih.
Wassalamualaikum.
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